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PENGAJUAN NPSN BARU

(diisi dengan huruf kapital)

Formulir A1-1

Yang mengajukan

a. Nama Kepala Sekolah

. Identitas Sekolah

a. Nama Sekolah

b. Alamat

¢. Jenjang Sekolah

d. Status Sekolah

-‘ISIN\]I‘-] [V|11(.-]TD|'L‘( HIA|L m|A|H|E I~ |aA
HK[U|P |A-[klu|Pp|A

:|:| TK/RA l:l SD/MI D SMP/MTs IZSMA/MA/SMK D SLB
:I:I Negeri Swasta

(At foln]efuls| [L]ajmalr]olefaln] [ | ]

e Julelal Jalelalala [ [ [ [ T[]
f. Kabupaten/Kota :|“|A ‘b MialH (g [n|A ultlalnla
g. Kecamatan ‘T (e |BlE (L |0 S e |L|a|T | |N
P Relsagn efulelal - efolels| [ [T L[ [ [[]]]]
! HEEEEEEEEEEEEEEEEEEEn
Legalitas Sekolah
a. No. SK/izin Pendirian Sekolah :lolll 1 II I 11 ll ] | ] I I
I JCLI]
c. No.SK/!zinOperasionaISekolah:4[2 [0 . |8l |;L|3|q1 I | J I l l
6. Tarsa [ ]2] [els] 2le]7 14!
Ly SMK /1_7
Operator Din ietkan, -; o “ i
— O

_Susanbr Vora bm A
Keterangan :
1. Harap melengkapi dan menandatangani farmulir ini,
2. Formulir diserahkan kepada Operator Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota setempat.
3. Melampirkan Foto Copy Surat Keterangan Pendirian Sekolah & Operasional Sekolah. ]
4. Pastikan Anda menerima CETAK TANDA BUKTI Pengajuan NPSN Baru,
5. Jika mengalami kendala, Harap menghubungi Pusat Pelayanan Email : pdsp@kemdikbud.go.id
6. Dalam pengisian formulir, Anda telah menyetujui ketentuan layanan yang berlaku.



PEMERINTAH KABUPATEN HALMAHERA UTARA
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN (:?_I__JAI‘*I RAGA

Jhe Dinrati Lamali No, 938 ((4924) 21971 Kode Pos

TOBELO

e

SURAT KEPUTUSAN
Nomor : 420.8 / 739 / 12.01.K/ 2014

&

TENTANG IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN
SMK VICTORY HALMAHERA
KABUPATEN HALMAHERA UTARA

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN HALMAHERA UTARA

Membaca . a, Surat Permehonan lzin Penyelengara Pendidikan Sekolah
Menegah Kejuruan (SMK) VICTORY HALMAHERA
Nomor ¢ 02/ YPV/IX/2013 Tanggal 22 April 2014.

b. Hasil Studi Kelayakan, oleh Dinas Pendidikan Pemuda dan
Olahraga Kabupaten Halmahera Utara Tanggal 29 April dan 07
Mei 2014

Menimbang + 1. Bahwa Yayasan Pendidikan Victory dipandang telah memenuhi
syarat dan layak mendirikan dan menyelenggarakan Sekolah
Menegah Kejuruan (SMK) VICTORY HALMAHERA.

7. Bahwa berhubungan dengan hal tersebut pada dictum 1 huruf
a, perlu diberikan izin pendirian dan penyelenggaraan sekolah.

Mengingat . 1. Undang-undang RI Nomor 46 Tahun 1999 tentang
Pembentukan Propinsi Maliku Utara, Kabupaten Buru dan
Kabupaten Maluku Tenggara Barat (Lembaran Negara Rl
Tahun 1999 Nomor 174, Tambahan Lembaran Negara RI.
Nomor 3895);

2. Undang-undang RI Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan
Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan,
Kabupaten Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore
Kepulauan di Propinsi Maluku Utara (Lembaran Negara RI.
Tahun 2003 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara RI. Nomor
4264),.

3. Undang-undang RI Nomor 17 Tahun 2013 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara RI. Tahun 2003  MNomor 47,
Tambahan Lembaran Negara RI. Nomor 4286),

4, Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem
Pendidikan Nasional (Lembaran Negara RI. Tahun 2003 Nomor
78 Tambahan Lembaran Negara RI. Nomor 4301);
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Undang-undang RI  Nomor 10 Tahun 2004 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan  (Lembaran
Negara RI. Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran
Negara RI. Nomor 4389);

Undang-undang RI Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah;

Undang-undang RI Nomor 33 Tahun 2004, tentang
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah
(Lembaran Negara RI. Tahun 1999 Nomor 126, Tambahan
Lembaran Negara RI. Nomor 4438); ;

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian Urusan Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi
dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota(Lembaran Negara RI.
Tahun 2007  Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara RI
Nomor 4737);.

Bergturan Pemerintah RI. Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Rl Tahun
2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara RI. Nomor
4578);

Peraturan Pemerintah RI. Nomor 29 Tahun 1990 tentang
Pendidikan Menegah  (Lembaran Negara RI. Tahun 1990
Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara RI. Nomor 3413),

Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib
Belajar,

Peraturan Pemerintah Nomor 66 Thun 2010 tentang Perubahan
atas Peraturan Pemrintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang
Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pemerintah;,

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1992 tentang Tenaga
Kependidikan,

Peraturan Pemerintah Nomqr 39 Tahun 1992 tentang Peran
Serta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional,

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar
Nasional Pendidikan,

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 2 Tahun 2010
tentang Rencana Strategis Kementrian Pendidikan Nasional
Tahun 2010-2014,

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 50 Tahun 2007
tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Pemerintah
Daerah,

18 Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 19 Tahun 2007
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Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2007
tentang Standar Penilaian Pendidikan,

Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang
Pendanaan Pendidikan,

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 50 Tahun 2007
tentang Standar Pengelolaan Pendidikan Oleh Pemerintah
Daerah,

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 63 Tahun 2009
tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan,

_ Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 39 Tahun 2008

tentang Pembinaan Kesiswaan,

peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 28 Tahun 2009
tentang Standar Kompetensi Kejuruan Sekolah Menegah
Kejuruan (SMK) Madrasah Aliyah (MAK) /

Peraturan Menteri Pendidiklan Nasional Nomor 40 Tahun 2008
tentang standar sarana dan prasarana SMK/MAK ;

peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Utara Nomor 6 Tahun
2005 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-
Dinas Daerah Kabupaten Halmahera Utara (Lembaran Daéerah
Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2005 Nomor 6),.

Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002
tentang Pedoman Pendirian Sekolah.



MEMUTUSKAN

Menetapkan
Kesatu . Memberikan izin kepada
Nama : Yayasan Pendidikan VICTORY Sekolah Menegah
Kejuruan (SMK) VICTORY HALMAHERA
Kabupaten Halmahera Utara.
Alamat . Desa Kakara B Kecamatan Tobelo Selatan
Kabupaten Halmahera Utara.
Untuk Mendirikan dan menyelenggarakan sekolah :
Nama : SMK VICTORY HALMAHERA
Alamat : Desa Kakara B Kecamatan Tobelo Selatan
Kabupaten Halmahera Utara.
Kedua ; Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan
Penyelenggaraan sekolah sebagaimana diatur dalam keputusan
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 048/U/1992 maka
pemberian izin “akan dicabutf’
Kedua i Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan

apablla di kemudian hari terdapat kekeliruan maka akan
diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Tobelo
.,,ﬁ%janqqal : 12 Mei 2014
y /,»*%.\\.(TAH /{46 N
/% ADINAS
&
[ DINAS PENDIDIAY
,‘ * \PEMUDA AN CLAHRAGA
RN JITSON Y. KUTANI, M.Si
TER

S BINA UTAMA MUDA 1V/C
NIP. 196001111993031002

Tembusan disampaikan kepada:
Yth . Direktorat Pendidikan Menegah Kejuruan di Jakarta

. Gubernur Propinsi Maluku Utara di Sofifi

Bupati Halmahera Utara di Tobelo (sebagai laporan)
Dinas Pendidikan Propinsi Maluku Utara di Sofifi
Komisi E DPRD Kabupaten Halmahera Utara di Tobelo
Kepala UPTD Diknas Kecamatan Tobelo Selatan
Kepala Kantor Camat Tabelo Selatan
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